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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 37/PMK.01/2020 

TENTANG 

PEDOMAN PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN 

JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN KEUANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menghitung kebutuhan jumlah jabatan 

fungsional pada Kementerian Keuangan, telah ditetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.01/2016 

tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jumlah 

Pegawai dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan 

Kementerian Keuangan; 

  b. bahwa dengan adanya perubahan metode dalam 

melakukan penghitungan kebutuhan jumlah jabatan 

fungsional dan untuk mengakomodir kebutuhan unit 

organisasi dalam menyusun kebutuhan jabatan 

fungsional, perlu dilakukan pengaturan kembali 

terhadap pedoman penghitungan kebutuhan jabatan 

fungsional pada Kementerian Keuangan; 

  c. bahwa pengaturan kembali pedoman penghitungan 

kebutuhan jabatan fungsional pada Kementerian 

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah 

mendapatkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat 
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Nomor B/1374/S.SM.01.00/2019 tanggal 27 Desember 

2019; 

 d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pedoman Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan 

Jabatan Fungsional pada Kementerian Keuangan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas 

Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6477); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 

tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 

(Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1756); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN 

PENGHITUNGAN DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN 

FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN KEUANGAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah 

sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan 

pada keahlian dan keterampilan tertentu.  

2. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara 

yang menduduki JF pada instansi pemerintah. 

3. Jabatan Fungsional dengan Kementerian Keuangan 

sebagai Instansi Pembina yang selanjutnya disebut JF 

Kemenkeu Pembina adalah JF yang memiliki fungsi dan 

tugas di bidang pengelolaan keuangan negara yang 

pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. 

4. Jabatan Fungsional dengan Kementerian Keuangan 

sebagai Instansi Pengguna yang selanjutnya disebut JF 

Kemenkeu Pengguna adalah JF yang digunakan oleh 

Kementerian Keuangan yang pembinaannya dilakukan 

oleh Kementerian/Lembaga lainnya. 

5. Kebutuhan JF Kementerian Keuangan yang selanjutnya 

disebut Kebutuhan JF Kemenkeu adalah jumlah dan 

susunan JF yang diperlukan oleh satu satuan organisasi, 

untuk mampu melaksanakan tugas pokok dengan baik, 

efektif, dan efisien dalam jangka waktu lima tahun. 

6. Lowongan Kebutuhan JF yang selanjutnya disingkat 

LKJF adalah Kebutuhan JF yang belum terisi karena 

adanya Pejabat Fungsional yang diberhentikan, 

meninggal dunia, pensiun, dan adanya peningkatan 

volume beban kerja, serta pembentukan organisasi kerja 

baru. 

7. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang 

harus dicapai oleh Pejabat Fungsional dan digunakan 

sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan 

kenaikan pangkat/jabatan. 
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8. Unit Pembina Teknis JF Kemenkeu Pembina yang 

selanjutnya disingkat UPT JF Kemenkeu Pembina adalah 

unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian 

Keuangan yang mewakili Kementerian Keuangan 

melaksanakan pembinaan atas JF Kemenkeu Pembina 

terkait bidang tugas dan fungsi Jabatan Fungsional 

berkenaan. 

9. Unit Pembina Internal yang selanjutnya disingkat UPI 

adalah unit organisasi yang ditunjuk berdasarkan 

ketentuan yang berlaku yang bertugas membina suatu 

Jabatan Fungsional yang dibentuk oleh 

Kementerian/Lembaga lainnya dan digunakan di 

lingkungan Kementerian Keuangan, yang mengacu pada 

peraturan yang mengatur mengenai Unit Pembina 

Internal di Lingkungan Kementerian Keuangan.   

10. Instansi Pengguna JF Kemenkeu Pembina yang 

selanjutnya disebut Instansi Pengguna JF adalah 

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 

Kesekretariatan Lembaga Negara, Kesekretariatan 

Lembaga Nonstruktural, dan Instansi Daerah yang 

menggunakan JF Kemenkeu Pembina. 

 

BAB II  

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP 

 

Pasal 2 

Pedoman penghitungan dan pengusulan Kebutuhan JF 

dimaksudkan sebagai acuan teknis bagi pejabat yang 

berwenang dalam menghitung dan mengusulkan Kebutuhan 

JF untuk: 

a. JF Kemenkeu Pembina yang meliputi:  

1. JF Kemenkeu Pembina bersifat tertutup, yang hanya 

digunakan oleh Kementerian Keuangan; dan  

2. JF Kemenkeu Pembina bersifat terbuka, yang dapat 

digunakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah 

lainnya/Instansi Daerah;  

b. JF Kemenkeu Pengguna; dan 
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c. Instansi Pengguna JF. 

 

Pasal 3 

Penghitungan dan pengusulan Kebutuhan JF sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mendapatkan 

kebutuhan jumlah dan susunan JF untuk jangka waktu 

tertentu.  

 

Pasal 4 

Penghitungan dan pengusulan Kebutuhan JF  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. akurat, yaitu suatu hasil perhitungan yang dapat 

dipertanggungjawabkan setelah melalui proses 

pengolahan berdasarkan data dan informasi yang 

memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya;  

b. holistik, yaitu dalam memperhitungkan Kebutuhan JF 

mempertimbangkan seluruh aspek-aspek organisasi yang 

saling terkait; dan 

c. sistematis, yaitu melalui tahapan-tahapan yang jelas dan 

berurutan. 

 

BAB III 

IDENTIFIKASI BEBAN KERJA DAN PROSES PENGHITUNGAN  

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL 

 

Pasal 5 

(1) Penghitungan Kebutuhan JF sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 harus mendukung pencapaian tujuan 

organisasi yang disusun berdasarkan beban kerja JF. 

(2) Penghitungan Kebutuhan JF sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun dengan 

mempertimbangkan: 

a. prioritas kebutuhan organisasi; 

b. rencana strategis organisasi; dan 
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